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ABSTRAK 

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kabupaten 

Karawang, khususnya Kecamatan Cilamaya Wetan, menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan 

sampah akibat keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan 

sampah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya penguatan 

kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan 

informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan 

Cilamaya Wetan telah melibatkan berbagai aktor, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan utama 

meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta 

dominasi peran pemerintah daerah. Meskipun demikian, kolaborasi yang terbangun memberikan dampak 

positif berupa peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan peran masyarakat, dan peluang pengelolaan 

sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan collaborative governance 

melalui peningkatan partisipasi masyarakat, kejelasan peran aktor, serta dukungan kebijakan dan sumber 

daya yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan 

di Kabupaten Karawang. 

 

Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, 

Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Karawang. 

ABSTRACT 

Waste management has become an increasingly complex environmental issue due to population 

growth, urbanization, and changes in consumption patterns. Karawang Regency, particularly Cilamaya 

Wetan District, faces serious challenges in waste management caused by limited resources, inadequate 

infrastructure, and low community participation. This study aims to analyze the implementation of 

collaborative governance in waste management, identify supporting and inhibiting factors, and formulate 

strategies to strengthen collaboration among stakeholders. This research employs a qualitative method 

with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation 

involving local government officials, community members, and other relevant stakeholders. The findings 

indicate that the implementation of collaborative governance in waste management in Cilamaya Wetan 
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District has involved multiple actors but has not yet been fully effective. Major constraints include limited 

funding, weak institutional coordination, low public awareness, and the dominant role of local government. 

Nevertheless, the existing collaboration has contributed positively to increased environmental awareness, 

strengthened community involvement, and the potential for more sustainable waste management practices. 

This study concludes that strengthening collaborative governance through enhanced community 

participation, clear stakeholder roles, and adequate policy and resource support is essential to achieving 

effective and sustainable waste management in Karawang Regency. 

. 

Keywords : Collaborative Governance, Waste Management, Stakeholder Collaboration, Community 

Participation, Karawang Regency. 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor dalam pencapaian emas 

Indonesia adalah meningkatkan pendapatan per 

kapita yang sesuai dengan negara-negara maju dan 

meningkatkan kemiskinan dibandingkan dengan 

peningkatan, kepemimpinan, dan dampak 

internasional. Masyarakat mencoba untuk 

mendamaikan dengan negara -negara maju untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi mata 

pencaharian. Ini juga ditunjukkan oleh 

peningkatan pola konsumsi dan produksi dan 

peningkatan pola produksi. Dalam statistik 

lingkungan Indonesia (2022:3), Bank Dunia 

menyatakan bahwa peningkatan produksi limbah 

pada tahun 2022 diproduksi sekitar 31,9 juta ton 

pada tahun 2023, menghasilkan populasi 

perkotaan 278,8 juta. Meskipun limbah ini dapat 

terus tumbuh dan diperkirakan tidak ditentukan, 

beberapa prediksi ditemukan telah ditemukan. 

Pada tahun 2030, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) bertujuan untuk 

mengurangi limbah hingga 30%. Selain itu, 

KLHK memperkirakan bahwa endapan limbah 

elektronik akan mencapai 4.4 juta ton per tahun 

pada tahun 2030. Fenomena limbah adalah 

pelajaran berharga tentang pentingnya 

pengelolaan limbah yang sangat baik. Pada tahun 

2030, negara -negara mengurangi pembangkitan 

limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur 

ulang dan penggunaan kembali. Ini adalah tujuan 

SDG (Tar Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)) 

dan untuk memastikan pola produksi dan 

konsumsi yang berkelanjutan. Menurut Hoelman 

(2016:4), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) adalah kontrak konstruksi baru untuk 

menggantikan MDG. Periode 2015-2030, dengan 

dokumen 35 halaman disepakati oleh 190 negara, 

termasuk 17 gol dan 169 tujuan pembangunan. Itu 

harus diimplementasikan sehingga SDG bertujuan 

untuk menjadi 12,5. Ini berarti bahwa negara 

dapat secara signifikan mengurangi pembangkitan 

limbah dengan mencegah, mengurangi, mendaur 

ulang dan menggunakan kembali kondisi.Sampah 

menjadi topik yang patut diperbincangkan dan 

menjadi isu besar hampir diseluruh dunia 

khususnya di negara berkembang termasuk 

Indonesia. Dalam pertumbuhan jumlah populasi 

Indonesia menempati urutan keempat di dunia 

sehingga tidak bisa terelakan dari masalah sampah 

dan termasuk dalam kategori negara yang 

mempunyai masalah persampahan yang cukup 

memprihatinkan. Tahun 2030 perkiraan jumlah 

penduduk Indonesia adalah sebesar 285.829.000 

orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2022. 

Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan 

per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang 

akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton. 

Tahun 2022 jumlah timbulan sampah di Indonesia 

mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan 

penduduk sebanyak 278. 800.000 orang. 

Sementara itu dalam data statistik Indonesia 

(2022: 5) saat ini Indonesia masuk dalam kategori 

lower middle income sebagai negara yang 

perekonomiannya terus membaik, maka timbulan 

sampah yang dihasilkan akan terus bertambah. 

Meningkatnya volume sampah dari tahun ketahun 

bukan hanya diakibatkan oleh pertumbuhan 

ekonomi dan kegiatan penduduk tetapi, juga 

disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang 

pesat. 

Prakiraan populasi Indonesia menunjukkan 

peningkatan populasi, dan tentu saja 
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meningkatkan produksi limbah. Langkah -langkah 

negara telah dimasukkan dalam Pecres 97 sejak 

2017 sehubungan dengan strategi nasional untuk 

pengelolaan limbah anggaran (SRT) dan 

manajemen anggaran (SRT). Tujuan SDG dan 

People di atas adalah salah satu upaya untuk 

mengatasi pembangkitan limbah, khususnya di 

daerah perkotaan (Statistik Lingkungan Indonesia, 

2018:3). Dalam pengelolaan limbah Indonesia, 

pengelolaan limbah telah diatur oleh undang -

undang limbah No. 18 sejak 2008. Definisi limbah 

dalam undang -undang adalah sisa kegiatan sehari 

-hari orang dan/atau proses alami yang solid. 

Menurut Manik (2003:67), limbah didefinisikan 

sebagai objek yang tidak digunakan atau tidak 

diinginkan dan harus diproduksi oleh aktivitas 

manusia. Menurut Badan Standardisasi Nasional, 

prosedur teknologi operasional mendefinisikan 

limbah sebagai limbah padat. Ini terdiri dari bahan 

organik dan anorganik, dianggap tidak berguna, 

dan harus mengarah pada risiko lingkungan dan 

tidak melindungi investasi pembangunan. Di 

bawah Peraturan Negara Pasal 1, Pasal 3, Pasal 3, 

Pasal 81, Pasal 81, terkait dengan pengolahan 

limbah anggaran dan limbah anggaran, 

pengelolaan limbah adalah kegiatan yang 

sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang 

melibatkan pengurangan dan penanganan limbah. 

Peraturan menunjukkan bahwa pengelolaan 

limbah harus membutuhkan upaya yang kuat 

untuk membentuk sistem yang komprehensif, dan 

bahwa penguatan sistem yang ada harus terus 

diproses. 

Limbah dan pengelolaan adalah limbah 

harian dan pengelolaan sorotan, yang 

memprioritaskan di berbagai bagian Indonesia dan 

layak menjadi masalah yang semakin mendesak. 

Ini karena jika masalah pengelolaan limbah 

diabaikan, ini mengarah pada berbagai ancaman 

yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia. 

Peningkatan jumlah limbah yang tidak dapat 

diselaraskan dengan manajemen yang ramah 

lingkungan menyebabkan kerusakan dan polusi 

lingkungan. Oleh karena itu, banyak masalah 

disebabkan secara langsung dan tidak langsung, 

seperti polusi air, udara, tanah, dan banyak lagi, 

dan karenanya perlu ditangani dengan mengurangi 

limbah. Peningkatan gas rumah kaca (THG), yang 

merupakan sumber penyakit seperti diare. Banjir; 

Lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

limbah harus dikelola dan dikendalikan sebagai 

efek negatif dari limbah yang menyebabkan 

kerusakan, mempengaruhi kesehatan masyarakat, 

dan tidak dikelola dengan baik. Dengan 

manajemen yang baik, limbah tidak menjadi 

masalah yang perlu dikhawatirkan, seperti halnya 

limbah adalah sesuatu yang nyaman dan 

berharga.Beberapa jenis sampah padat bisa didaur 

ulang menjadi sumberdaya yang memiliki nilai 

ekonomis. Proses daur ulang menjadi produk baru 

sangat membantu dalam mengurangi timbunan 

sampah karena sampah atau bahan buangan diolah 

menjadi barang baru yang mempunyai bentuk dan 

dan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa jenis 

limbah padat yang bisa didaur ulang seperti 

plastik, kaca, kertas besi, tembaga, dan 

alumunium. Untuk mendapatkan tingkat 

efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam 

penanganan sampah di kota, maka dalam 

pengelolaannya harus cukup layak diterapkan 

yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya 

sehingga diharapkan mempunyai nilai tambah. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu 

pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu 

partisipasi aktif dari masyarakat darimana sumber 

sampah berasal dan kerjasama antar lembaga 

pemerintah terkait. Disamping itu perlu aspek 

legal untuk dijadikan pedoman berupa perautan-

peraturan mengenai lingkunan demi 

menanggulangi pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan oleh sampah. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 

5 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah bertugas menjamin 

terselenggarakannya pengelolaan sampah yang 

baik dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan 

itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2010 tentang Pedomanan pengelolaan 

sampah dijelaskan mengenai acuan bagi 

Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah di 

tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan 

adanya PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2010, 

maka masing-masing daerah membuat kebijakan 
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dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karawang No. 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah, Susunan perangkat daerah dapat di 

sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, 

melalui Peraturan Daerah (PERDA) setelah 

mendapatkan persetujuan dari menteri (untuk 

Provinsi) atau Gubernur (Untuk Kabupaten/Kota ) 

serta Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karawang yang berwenang dalam 

pengelolaan kebersihan/persampahan di 

Kabupaten Karawang adalah Dinas Lingkungan 

Hidup yang bernaung dibidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan 

dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan 

urbanisasi di Kabupaten Karawang dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Berdasarkan data 

penduduk tahun 2022 sebanyak 2,46 juta jiwa, 

tahun 2022 sebanyak 2,37 juta jiwa dan tahun 

2020 Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Karawang selama kurun waktu 2020-2023 sebesar 

11,67 % dan antara 2020 dan 2022 sebesar 1,54%. 

Salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya 

adalah kecamatan Cilamaya Wetan sebesar 

195.489 jiwa pada tahun 2020 dari total 

keseluruhan penduduk di Kabupaten Karawang.  

Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk 

di Kabupaten Karawang mengakibatkan 

banyaknya aktifitas dan perubahan pola konsumsi 

yang terjadi di Kabupaten Karawang yang 

mengakibatkan permasalahan lingkungan dan 

menimbulkan bertambahnya volume sampah 

setiap tahunnya. Masalah persampahan terjadi 

antara lain karena semrawutnya pola pemukiman 

dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk. 

Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan 

adalah sarana dan prasarana yang memadai 

sebagai media utama untuk pengelolaan 

persampahan. Berikut analisis terhadap jumlah 

sampah yang dihasilkan di Kabupaten Karawang 

setiap tahunnya mengalami kenaikan, ini dapat 

dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Karawang. Pada tahun 2022 karawang menempati 

peringkat ke 7 dalam jumlah timbunan sampah 

terbanyak di Jawa Barat dengan 366.436 ton. 

Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan 

kecamatan penghasil sampah terbanyak di 

Kabupaten Karawang. Kecamatan Cilamaya 

Wetan termasuk 10 besar penghasil sampah 

terbanyak di kabupaten Karawang selain 

Cikampek, rengasdengklok dan karawang Kota.  

Hasil observasi sementara bahwa sampah di 

Kabupaten Karawang khususnya di Cilamaya 

Wetan masih sangat memprihatinkan, sampah 

bertebaran dimana-mana dan tempat 

penampungan sementara (TPS) sudah banyak 

yang rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3 

tahun 2013, tempat penampungan sementara 

(TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah 

diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, 

pengolahan dan tempat pengolahan sampah 

terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu 

(TPST) adalah tempat pelaksanaan kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 

pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan 

akhir. Masyarakat di Kabupaten Karawang 

khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan 

menghadapi persoalan buangan sampah 

khususnya sampah rumah tangga, sehingga 

persoalan sampah masih menjadi polemik dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat di 

Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan 

Cilamaya Wetan menghadapi persoalan buangan 

sampah khususnya sampah rumah tangga, 

sehingga persoalan sampah masih menjadi 

polemik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Pengolahan sampah melibatkan pemanfaatan 

dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain 

menempatkan sampah pada wadah yang sudah 

tersedia, proses pengumpulan sampah, 

pemindahan, dan pengangkutan sampah, serta 

pengolahan sampah hingga pada proses 

pembuangan akhir. Dari hasil observasi tempat 

pembuangan akhir (TPA) belum berfungsi 

sebagaimana mestinya khususnya di Kecamatan 

Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sehingga 

sampah dari tempat penampungan sementara 

sering terbengkalai yang mengakibatkan 
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pembusukan dan pencemaran udara yang tidak 

sehat. Akibat dari pengelolaan teknis yang tidak 

tepat mengakibatkan banyaknya tempat 

penampungan sementara (TPS) yang telah 

dihancurkan oleh masyarakat sebab tidak 

terangkutnya sampah dalam beberapa hari 

menyebabkan bau yang tidak sedap dilingkungan 

masyarakat. 

2. METODE PENELITIAN  

Berdasarkan latar belakang, masalah dan 

tujuan penelitian maka menurut peneliti yang 

sesuai dengan metode penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis penelitan deskriptif dengan 

pendekatan kulitatif. Menurut Sugiyono (2017: 2) 

metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Adapun penelitian deskriptif menurut 

Arikuonto (2010: 3) adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, 

situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian.  

Moleong (2007: 11) mengemukakan bahwa 

penelitian deskriptif menekankan pada data 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

yang disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Oleh karena itu, dalam konteks peneliti 

ini secara spesifik bertujuan untuk melakukan 

analisa dengan menggambarkan dan 

mengidentifikasi pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitaitf dalam penelitian ini maka pengelolaan 

sampah yang dilakukan oleh oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dapat 

menemukan gambaran dan jawaban yang tepat 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sehingga menjadi sebuah karya tulis 

yang bersifat ilmiah dengan kesimpulan yang 

akurat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kabupaten Karawang 

Kabupaten Karawang adalah salah satu 

kabupaten yang terletak di pesisir utara Provinsi 

Jawa Barat, Indonesia. Dengan luas wilayah yang 

mencapai lebih dari 1.700 km², Karawang dikenal 

sebagai salah satu daerah yang memiliki peran 

penting dalam perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor industri dan pertanian. 

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut 

Jawa di sebelah utara, serta dengan beberapa 

kabupaten lainnya seperti Bekasi, Purwakarta, 

Subang, dan Indramayu. 

Karawang dikenal sebagai "Kota Industri" 

karena menjadi pusat industri besar di Indonesia. 

Di sini terdapat sejumlah kawasan industri yang 

menyokong sektor otomotif, elektronik, tekstil, 

dan makanan dan minuman, yang mendukung 

perekonomian baik lokal maupun nasional. 

Banyak perusahaan multinasional yang memiliki 

pabrik di Karawang, menjadikannya salah satu 

daerah dengan investasi asing terbesar di 

Indonesia. Selain itu, keberadaan kawasan industri 

juga berkontribusi pada tingginya jumlah tenaga 

kerja di daerah ini, baik yang berasal dari 

Karawang sendiri maupun pendatang dari 

berbagai daerah. 

Dalam sektor pertanian, Karawang memiliki 

lahan subur yang mendukung produksi padi, 

jagung, kedelai, dan komoditas pertanian lainnya. 

Karawang bahkan dikenal sebagai salah satu 

penyumbang utama hasil pertanian di Jawa Barat. 

Dengan sistem irigasi yang baik, kabupaten ini 

memiliki potensi besar dalam bidang agribisnis. 

Selain itu, sektor perikanan juga menjadi sumber 

mata pencaharian masyarakat Karawang, 

mengingat posisi geografisnya yang berada di 

pesisir. 

Selain sektor industri dan pertanian, 

Karawang juga memiliki sektor pariwisata yang 

mulai berkembang. Keindahan alam seperti 

pantai-pantai di wilayah utara, serta situs sejarah 

dan budaya yang ada di berbagai penjuru 

kabupaten, mulai menarik perhatian wisatawan. 

Misalnya, terdapat beberapa objek wisata alam 

seperti Pantai Tanjung Pakis dan Pantai 

Sederhana, serta kawasan wisata sejarah seperti 

Monumen Perjuangan Rakyat Karawang yang 
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mengingatkan kita pada perjuangan rakyat 

Karawang dalam merebut kemerdekaan. 

Karawang juga memiliki berbagai fasilitas 

pendukung, seperti rumah sakit, sekolah, dan 

universitas, yang semakin menunjang kualitas 

hidup warganya. Sistem transportasi yang terus 

berkembang, termasuk adanya beberapa jalur tol, 

membuat Karawang mudah diakses dari berbagai 

daerah, terutama Jakarta, yang hanya berjarak 

sekitar 70 km. 

Penduduk Karawang terdiri dari berbagai 

suku, di antaranya suku Sunda, Jawa, Betawi, 

Tionghoa, dan sejumlah etnis lainnya. Masyarakat 

Karawang terkenal dengan keramahannya dan 

semangat gotong royong yang tinggi. Kehidupan 

sosial yang beragam ini semakin memperkaya 

budaya dan tradisi di Karawang, yang tercermin 

dalam berbagai acara adat, seni, dan budaya lokal 

yang masih terjaga hingga kini. 

Secara keseluruhan, Karawang merupakan 

kabupaten yang memiliki potensi besar di 

berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, 

maupun pariwisata. Karawang tidak hanya 

berperan penting dalam perekonomian Indonesia, 

tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi 

berbagai lapisan masyarakat untuk tinggal dan 

berkembang. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Karawang berfungsi untuk membantu 

Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan di 

bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dasar 

hukum yang mengatur pembentukan serta tugas 

pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Karawang tercantum dalam beberapa 

peraturan daerah yang relevan. 

Salah satu peraturan daerah yang menjadi 

dasar pembentukan dan pengaturan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Karawang adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Karawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Karawang. Peraturan ini mengatur 

mengenai struktur organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Karawang, termasuk Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 

Selain itu, tugas dan kewenangan lebih lanjut 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 

54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Karawang. Peraturan Bupati ini memberikan 

rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta 

kewenangan dalam pengelolaan lingkungan dan 

kebersihan di Kabupaten Karawang, termasuk 

pengelolaan sampah, pengendalian polusi, dan 

perlindungan sumber daya alam. 

Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum 

yang mendukung operasional Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang 

dalam menjalankan kebijakan dan program yang 

bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang 

bersih, sehat, dan berkelanjutan di wilayah 

tersebut. 

Proses Pelaksanaan Collaborative Governance 

Dalam Menangani Sampah di Kabupaten 

Karawang 

Pola Penanganan Sampah dan Cakupan 

Wilayah Pengelolaan sampah di Kabupaten 

Karawang leading sector berada pada Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH). Petugas sampah 

menjalankan tugasnya setiap hari dengan 

mengumpulkan dan mengangkut sampah untuk 

daerah yang mudah dijangkau dari sumber 

timbulan sampah menggunakan dump truck. 

Kegiatan pengumpulan dimulai dari lokasi yang 

terjauh dari lokasi pembuangan akhir terus menuju 

mendekat kearah lokasi pembuangan. Semua jenis 

sampah rumah tangga maupun sampah lainnya 

disimpan pada tempat yang telah disediakan yaitu 

tempat pembuangan sementatara (TPS), dari TPS 

sampah langsung diangkut dan dibuang ketempat 

pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai 

berikut : 
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 “Pengumpulan dan pengangkutan sampah 

kami lakukan setiap hari sesuai jam operasional di 

beberapa tempat saja dibeberapa wilayah 

pemukiman masyarakat dan pasar. Setiap hari 

dalam proses pengumpulan dan pengangkutan 

sampah kami hanya melayani masyarakat yang 

menyediakan tempat pewadahan seperti tong 

sampah sendiri dirumah masing-masing dan 

berada tepat dipinggir jalan dan mudah dijangkau 

dengan truck pengangkut sampah. Adapun 

sampah yang ada di pasar kami angkut dalam dua 

atau tiga hari hari sekali saja. Sampah yang 

dikumpulkan dari beberapa rumah warga dan 

dipasar kami angkut dan langsung dibuang di TPA 

sehingga belum ada upaya pemilahan dan 

pengolahan sampah”. (Wawancara dengan Kepala 

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan Bapak Andrian William Tanggal 3 

Februari 2025di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, 

Kabupaten Karawang” 

Pengangkutan sampah oleh petugas 

kebersihan hanya melayani masyarakat yang 

mempunyai pewadahan di depan rumah seperti 

tong sampah. Dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya DLH saat ini mempunyai dua 

fungsi dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai 

regulator dan operator, sehingga fungsi 

pengawasan tidak berjalan dengan baik. 

Penyelenggaraan pelayanan masih sangat terpusat 

pada pemerintah belum melibatkan masyarakat 

maupun pihak lain dalam menjaga lingkungan 

yang bersih dan bebas sampah. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Andrian William, Kepala 

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, hasil wawancara (3 Februari 2024) 

sebagai berikut :  

“Pengelolaan sampah di Kabupaten 

Karawang terbilang masih sangat kurang dan 

masih banyak kendala dalam menjalankan tupoksi 

sebagai pengelola sampah. Beberapa kendala yang 

kami hadapi yaitu kemampuan kami dalam 

mengawasi dan mengurangi timbulan sampah 

sangat terbatas, sehingga kami merasa kewalahan 

dalam menangani pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah yang kami lakukan masih 

mengandalkan sumberdaya dan kemampuan 

sendiri belum melibatkan pihak manapun 

termasuk masyarakat. Dengan kemampuan yang 

terbatas sangat menyulitkan peran kami sebagai 

regulator dan operator dilapangan dalam 

mengelola sampah. sehingga pengelolaan sampah 

belum berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan 

Kepala bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan Bapak Andrian William, 

Tanggal 3 Februari 2025di Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup, Kabupaten Karawang). 

Cakupan wilayah pengelolaan sampah saat 

ini hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu 

kecamatan Cilamaya Wetan dari 12 Desa sebagai 

pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di 

Kabupaten Karawang. Kecamatan Cilamaya 

Wetan dengan jumlah penduduk termasuk 

Kecamatan dengan padat penduduk yakni sekitar 

81.261 jiwa sehingga menghasilkan sampah lebih 

banyak dari kecamatan yang lain. Kecamatan 

Cilamaya Wetan terbagi menjadi 12 Desa, dan 

tidak semua mendapatkan pelayanan pengelolaan 

sampah dari DLH.  

Secara umum pola penanganan dan 

pengumpulan sampah masyarakat kecamatan 

Cilamaya Wetan diberbagai tempat masih 

menggunakan cara individual, dan individual 

langsung sehingga sangat mudah masyarakat 

membuang sampah dengan caranya sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan pola penanganan sampah saat ini oleh 

DLH dibedakan menurut fungsi perwilayahan 

meliputi :  

1. Pemukiman Pola pengelolaan sampah 

pemukiman dilakukan dengan cara 

individual, dan individual langsung. Pola 

individual yaitu dengan cara menimbun, 

membakar dan membuang ditempat yang 

tidak diinginkan Sementara individual 

langsung dengan cara masyarakat membuang 

langsung sampah yang dihasilkan ke armada 

pengangkut sampah dan diteruskan di TPA. 

2. Pasar Pengelolaan sampah di tempat 

komersil seperti pasar pengangkutan dan 

pengumpulan sampah ke TPS menjadi tugas 

pegawai pasar yang ditugaskan khusus oleh 
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koordinator pengelola pasar yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Perindustrian dan perdagangan Kabupaten 

Karawang. Untuk pengangkutan ke tempat 

pembuangan akhir menjadi tanggung jawan 

DLH.  

3. Pertokoan Dikabupaten Karawang 

khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan 

belum ada kompleks pertokoan sehingga 

pengelolaan sampah oleh masing-masing 

pemilik toko dengan cara pola individual dan 

individual langsung.  

4. Institusi/perkantoran dan sekolah Demikian 

juga dengan sampah istitusi/perkantoran, 

sampah dikelola langsung seperti sampah di 

pemukiman dan pertokoan.  

5. Jalanan dan fasilitas publik Pola penanganan 

sampah di setiap jalan protokol dan fasilitas 

publik dilakukan oleh petugas penyapu jalan 

dan pemotong rumput dari DLH. Setiap jalan 

protokol sudah ditentukan petugas 

kebersihan untuk menangani sampah yang 

dilengkapi dengan sapu lidi dan gerobak 

pengangkut sampah. Sampah tersebut 

dikumpulkan pada satu titik atau wadah 

sampah untuk diangkut oleh aramada 

pengangkut sampah ke TPA. (Wawancara 

dengan Kepala bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan Bapak Andrian 

William  Tanggal 3 Februari 2025 di Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten 

Karawang). 

Dinas Lingkungan Hidup bekerja dengan 

menggunakan sumberdaya dan kemampuan yang 

dimiliki. Sumberdaya yang dimaksud adalah 

sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan 

prasarana, yang dapat menjadi input dan acuan 

untuk bekerja dalam pengelolaan sampah. Berikut 

ini analisis kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh 

Dinas Lingkungan Hidup 

Hasil Kolaborasi Pengelolaan Sampah 

Usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

kolaborasi diharapkan berjalan dengaan maksimal 

sesuai dengan harapan yang dapat membuahkan 

hasil untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan 

dan kepuasan masyarakat merupakan tujuan 

utama dari pelayanan dan sebagai tolak ukur 

keberhasilan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan sampah. Emerson dan Nabatchi 

(2015: 84) lebih menekankan bahwa hasil suatu 

proses kolaborasi dapat berupa adanya perubahan 

kualitas dan kuantitas barang publik dari segi fisik, 

lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil 

kolaborasi dapat memberikan kebermanfaatan 

bagi stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan 

sampah. 

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan 

kolaborasi pengelolaan sampah dapat 

meningkatnya kesejahteraan yang berdampak 

pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya 

penerapan metode pengelolaan sampah denggan 

daur ulang yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat maka sampah dapat memiliki nilai 

guna yang dapat dimanfaatkan kembali oleh 

masyarakat. Kegiatan daur ulang dapat 

menghasilkan kerajinan tangan atau produk lain 

berupa kompos. Hasil daur ulang sampah dapat 

dijual secara langsung atau melalui kegiatan 

pameran yang dipajang di stand pemeran oleh 

Dinas Koperasi, UMKM ketika ada even dari 

dalam daerah maupun di luar daerah. 

Masyarakat terus bekerjasama dengan Dinas 

terkait dalam inovasi produk dan pemasaran 

produk kerajinan tangan maupun kompos yang 

dihasilkan. Dalam melakukan distribuasi atau 

penjualan perlu adanya riset pasar dan 

penyesuaian harga agar barang yang doproduksi 

bisa laku dipasaran dan tidak merugikan para 

pengrajin. Untuk kegiatan jangka panjang selain 

ketrampilan yang dimiliki sangat penting untuk 

memperhatikan faktor biaya atau anggaran yang 

tersedia untuk keberlangsungan produksi yang 

akan datang. Hasil kolaborasi pengelolaan sampah 

dapat membuka lahan kerja baru bagi masyarakat 

yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain masyarakat pihak lain yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah juga dapat meraskana 

manfaat dari kolaborasi. 

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga 

dapat merubah kehidupan sosial dalam 

masyarakat kearah yang lebih baik. Ketimpangan 
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sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan 

tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untu 

mengatasi kondisi sosial masyarakat agar tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan. Upaya yang 

dilakukan adalah memberikan ketrampilan yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan adanya sosialisasi dan ketrampilan dari 

kegiatan pelatihan daur ulang sampah dapat 

menambah pengetahuan baru dan memotivasi 

untuk hidup lebih bersih dan sejahtera dengan 

memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-

hari. Kemampuan dan pengetahuan yang memadai 

akan menambah kualitas sumberdaya manusia 

yang siap untuk bekerja dan pengelolaan sampah 

akan terus bejalan dengan baik sehingga akan 

memberikan sumbangsih pada kondisi sosial 

masyarakat. Dengan adanya peningkatan kondisi 

sosial masyarakat diharapkan pola pikir tentang 

pengelolaan sampah yang baik akan tertanam 

dalam diri masing-masing individu sebagai imbas 

dari hasil kolaborasi pengelolaan sampah yang 

baik. 

Adanya perubahan kondisi sosial masyarakat 

akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

kebersihan sehingga lingkungan akan menjadi 

bersih dan pola kehidupan masyarakat menjadi 

aman dan bebas sampah. Dengan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kebersihan 

lingkungan maka diharapkan pengelolaan sampah 

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak 

terutama masyarakat sebagai salah satu 

penyumbang sampah yang besar. Sehingga 

pengelolaan sampah kedepannya yang diharapkan 

akan merubah kesadaran masing-masing individu 

untuk peduli tentang kebersihan linkungan. 

Kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan 

manfaat yang positif bagi pembentukan budaya 

menjaga kebersihan lingkungan termasuk salah 

satunya yaitu budaya membuang sampah pada 

tempatnya sehingga tidak mengotori lingkungan. 

Dengan kata lain, budaya ini dapat menciptakan 

kesadaran masyarakat tentang kebersihan 

lingkungan dari sampah. 

Hasil dalam kolaborasi juga mempunyai 

sumbangsih dalam aspek politik. Keberhasilan 

dalam melakukan kolaborasi dapat membangun 

legitimasi politik masyarakat terhadap kepala 

daerah dan pemerintah. Untuk membangun 

legitimasi politik harus ada pencapaian yang dapat 

meyakinkan masyarakat bahwa upaya yang 

dilakukan dapat menyentuh dan mensejahterakan 

masyarakat. Kolaborasi pengelolaan sampah 

adalah upaya yang tepat dalam mengatasi 

persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Karawang untuk membangun kepercayaan 

terhadap masyarakat bahwa pemerintah 

mempunyai kepedulian untuk memeperbaiki 

pelayanan khususnya dalam pengelolaan sampah. 

Dengan adanya keberhasilan yang nampak kepada 

masyarakat maka akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Sehingga legitamasi politik masyarakat terhadap 

pemerintah akan terus berkembang dengan 

pencapaian keberhasilan yang diperoleh. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Teknik pengelolaan sampah yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten 

Karawang dengan pola kumpul, angkut, buang, 

sudah tidak relevan lagi dalam mengatasi 

persoalan sampah di Kabupaten Karawang. 

Sehingga nampak belum maksimal dan sangat 

lambat dalam mengatasi masalah sampah. Selain 

persoalan teknis, tingkat pelayanan juga belum 

maksimal sehingga produksi sampah terus 

meningkat. Dalam menjalankan tugas sebagai 

pengelola sampah DLH juga masih terkendala 

dengan kurangnya sarana dan prasarana dan 

sumberdaya seperti, sumberdaya manusia, 

anggaran, dan organisasi kelembagaan sehingga 

sulit dalam mengatasi masalah persampahan di 

Kabupaten Karawang. 

Adanya berbagai persoalan pegelolaan 

sampah di Kabupaten Karawang dibutuhkan suatu 

terobosan untuk dapat mengatasi masalah yang 

dihadapi dengan bekerjasama dengan pihak lain. 

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang 
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menunjukan adanya peluang yang baik dipandang 

dari perspektif collaborative governance. 

Identifikasi stakeholders yang terlibat dalam 

pengelolaan sampah menunjukan adanya peluang 

yang besar untuk berkolaborasi dengan instansi 

lain dan masyarakat. Seperti yang nampak dalam 

dinamika kolaborasi menunjukan adanya upaya 

kolaborasi yang dilakukan oleh DLH untuk 

bekerjasama dengan instansi lain dengan 

mengadakan pertemuan awal Bersama Lurah di 

Kecamatan Kulisusu dan Tim penggerak PKK. 

Peluang yang baik dalam upaya kolaborasi juga 

nampak pada kegiata sosialisasi, pelatihan, dan 

daur ulang sampah yang dilakukan oleh masing-

masing instansi yaitu DLH, Dinas Koperasi 

UMKM, tim penggerak PKK dan masyarakat. 

Dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah 

diharapkan hasil yang akan diperoleh berupa 

perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek 

ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat, 

dan politik. 

Faktor penghambat dalam teknis operasional 

terdapat pada tingkat dan daerah pelayanan serta 

timbunan sampah dan pewadahan. Ditinjau dari 

aspek kelembagaan status dan kapasitas lembaga 

pengelolaan kebersihan masih belum memadai 

sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari aspek 

hukum peraturan daerah ketentuan penanganan 

persampahan dan peraturan daerah retribusi belum 

ada, masih sebatas diusulkan namun belum 

terealisasi sampai saat ini. Disisi lain anggaran 

salah satu penyebab lemahnya sistem pengelolaan 

sampah antara lain karena minimnya anggaran 

yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan 

kota. Minimnya peran serta dan tingkat kesadaran 

masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat 

dalam pengelolaan sampah. Beberapa faktor 

pendukung dalam pengelolaan sampah adalah, 

tersedianya lahan TPA yang luas, peluang 

ekonomi dengan daur ulang sampah, peluang 

penerapan tenaga kerja, peluang peningkatan 

kesehatan masyarakat, peluang kesediaan 

masyarakat untuk berpatisipasi dan membayar 

retribusi pengelolaan sampah. 

 

Saran 

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang 

kedepan harus bisa menjangkau seluruh wilayaah 

kecamatan dan lapisan masyarakat di Kabupaten 

Karawang. Secara teknis perlu adanya 

penambahan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana dan peningkatan pola penanganan 

sampah dari sumber timbulan sampah sampai 

pengangkutan ke TPA. Untuk dapat memenuhi 

kekurangan sarana dan prasarana serta 

sumberdaya lain perlu suatu terobosan dengan 

meningkatkan pola pengelolan sampah dari 

berbagai aspek dengan menerapkan konsep 3-R 

dan bekerjasama dengan pihak lain yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomi, perubahan kondisi 

sosial, budaya, kesehatan. 

Melihat peluang yang ada saat ini 

pengelolaan sampah dengan perspektif 

collaborative governance adalah upaya yang harus 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang 

dengan melibatkan semua stakeholders seperti 

instasi lain didalam pemerintahan, diluar 

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dipandang 

dari perspektif collaboratif governance beberapa 

hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya 

kolaborasi adalah peningkatan dalam aspek 

dinamika khususnya pada kapasitas kolaborasi 

yang akan diadakan untuk memenuhi berbagai 

aspek seperti aspek prosedural, kepemimpinan, 

pengetahuan dan sumberdaya. Selain itu perlu 

peningkatan pada kegiatan kolaborasi untuk terus 

berinovasi sehingga hasil kolaborasi yang akan 

capai dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

Terkait dengan hambatan dalam pengelolaan 

sampah dari segi teknik operasional Pengelolaan 

sampah Dinas Lingkungan Hidup perlu 

meningkatkan cakupan layanan dan peningkatan 

keterangkutan sampah sampai ke TPA. Dari segi 

kelembaggaan perlu adanya peningkatan status 

dan kapasitas lembaga pengelolaan sampah 

dengan membidangi atau menjadi Dinas 

tersendiri. Upaya lain yang harus dilakukan adalah 

dengan keterlibatan lembaga formal maupun non 

formal untuk meningkatkan peran kelembagaan 

yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. 

Untuk itu perlu pembenahan peraturan daerah 
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pembentukan institusi, peraturan daerah ketentuan 

penanganan persampahan dan peraturan daerah 

retribusi. Dari aspek pembiayaan tidak hanya 

mengharapakan penuh dari anggaran daerah, 

tetapi harus meningkatkan pendapatan dari segi 

retribusi dan dukungan anggaran dari instasi lain 

dan pemerintah pusat. 
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